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Lampiran : - 
Perihal : Imbauan Masa Tenang 

Pasca Putusan MK 
 
 

Kepada Yth. 
Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong 

Di- 
Tempat, 

 
 

A. Dasar Hukum 
1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang; 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengwasan 

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Wali Kota dan Wakil Walikota; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik  Indonesia Nomor 

20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses 

Pemilihan Umum; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

7. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengawsan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 

2024 

8. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 

494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 

atas Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 
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9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 35 

Tahun 2025 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan 

Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 

 
B. Isi Imbauan 

 
Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas 

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. 

Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan kepada KPU 

Kabupaten Parigi Moutong untuk : 

 
1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal; 67, Undang – undang nomor 1 tahun 

2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang – undang nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – 

undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang beserta 

penjelasan dan putusan Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: 

1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 

(tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai 

dengan dimulainya Masa tenang. 

2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 

(tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. 

2. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang 

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; menyebutkan : 

a. Pasal 28 

I. Ayat (5) berbunyi Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling 

lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara. 

II. Ayat (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan 

alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi 

dengan: 

a) Pasangan Calon; 

b) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai 

c) Politik Peserta Pemilu; 

d) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan 

e) pemerintah daerah. 

https://jdih.bawaslu.go.id                                                                                       Bawaslu Kab.Parigi Moutong
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b. Pasal 39 

I. Ayat (3) berbunyi Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling 

lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara. 

II. Ayat (4) berbunyi Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik 

Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 

c. Pasal 45 berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 

Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus 

menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya 

Masa tenang. 

d. Pasal 47 ayat (4) berbunyi Media masa cetak, media masa elektronik, Media 

Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan 

Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye 

yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama Masa tenang. 

e. Pasal 63 berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 

Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan 

Kampanye sebelum dimulainya Masa Kampanye, pada Masa tenang, dan 

pada Hari pemungutan suara. 

f. Tahapan Masa Tenang dilaksanakan mulai Minggu, 13 April s.d Selasa 15 

April 2024. 

I. KPU Kabupaten Parigi Moutong memastikan keseluruhan proses Tahapan 

Massa Tenang pasca putusan MK sesuai dengan tatacara, Prosedur, dan 

Mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
 
 

 

KETUA 
 

MUHAMMAD RIZAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tembusan : 
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu 
2. Arsip 
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